PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 25 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
FEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 13
ayat (3), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,
Pasal 43, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di  Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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11.

By

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-689/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan
Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian




Menetapkan
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Intern Pemerintah bagi Fasilitator (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1300);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1B91);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI
adalah proses yvang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah vang selanjutnya
disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern vang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pedoman Penyelenggaraan SPIP adalah acuan dalam

membantu unit kerja dalam melaksanakan seluruh siklus
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penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan,

perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan,
identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian
terpasang, serta penyusunan rencana tindak pengendalian
yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur,
pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring
evaluasi hasil revisi pengendalian.

4. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP adalah bimbingan
dan konsultasi oleh fasilitator dalam melaksanakan
seluruh siklus penyelenggaraan SPIP vang meliputi
analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang
diharapkan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi
pengendalian yang ada, serta penyusunan rencana tindak
pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijjakan dan
prosedur, pengkomunikasian revisi pengendalian, dan
monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.

S. Ewvaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan
adalah penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP,

6. Kementerian Perhubungan vang selanjutnya disebut
Kementerian adalah unit kerja vyang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang transportasi.

7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

8. Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan.

9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.

10. Unit Kerja Mandiri adalah Unit Kerja Pelaksana Teknis
tingkat Eselon II, Eselon IIl, Eselon IV dan Eselon V yang
mengelola APBN dalam rangka melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Kementerian Perhubungan,

BAB 11
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Tujuan Tata Cara Penyelenggaraan SPIP yaitu untuk

memberikan pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan
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Kementerian dalam melaksanakan penyelenggaraan SPIP

dalam hal:

a. menjamin mutu pelaksanaan penyelenggaraan SPIP,

b. menjaga konsistensi dalam melaksanakan langkah-langkah
penyelenggaraan SPIP; dan

c. mencapai hasil kerja yang sesuai dengan kualitas yang
diharapkan.

Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP mencakup langkah-

langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan penilaian

efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, analisa

risiko, merancang rencana perbaikan kegiatan pengendalian,

rencana perbaikan informasi dan komunikasi serta rencana

perbaikan pemantauannya.

BAB IlI
KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 3

(1) Mentern berwenang dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pengendalian intern atas kegiatan pada
Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja,
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel,

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  melalui SPIP sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah dan  peraturan
pelaksanaannya.

Pasal 4
(1) Unit Kerja wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), yang meliputi unsur;
a. Lingkungan pengendalian;
b. Penilaian risiko;
c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi; dan

e. Pemantauan pengendalian intern,
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(2) Uraian penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

(3) Penyelengpgaraan SPIP pada Unit Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal cqg. Biro Perencanaan.

(4) Tata cara penyelenggaraan SPIP tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB IV
KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 5
(1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk satuan tugas
penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari:
a. satuan tugas SPIP Kementerian;
b. satuan tugas SPIP pada Unit Kerja Eselon [
c. satuan tugas SPIP pada Unit Kerja Eselon II; dan
d. satuan tugas Unit Kerja Mandiri.
(2) Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kementerian
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a diketuai oleh
Sekretaris Jenderal.

(3) Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
ditetapkan oleh Menteri.

(4) Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP  Unit  Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan
huruf d diketuai oleh Pejabat Struktural yang membidangi
Perencanaan setingkat dibawah Pimpinan Unit Kerja
terkait.

(3) Fcn?b-entukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Unit
Kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, huruf
¢, dan huruf d ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja

bersangkutan,
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(6) Uraian tugas dan Struktur Organisasi Satuan Tugas
Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja sebagaimana dimaksud
ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas efektivitas
penyelenggaraan SPIP di Unit Kerjanya.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

(1) Setiap Ketua penyelenggara SPIP di Unit Kerja wajib
menyusun, mencatat, dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan SPIP kepada Unit Kerja Eselon | terkait.

(2) Setiap Ketua Penyelenggara SPIP di Unit Kerja Eselon |
wajib menyusun dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan SPIP di Unit Kerjanya masing-masing.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penyusunan dan
penyampaian  laporan penyelenggaraan SPIP  di
Kementerian,

(3) Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kepada Menteri.

(6) Bentuk dan format laporan scbagaimana dimaksud pada
ayat (3), dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Menteri ini

BAB VI
EVALUASI

Pasal 8
Evaluasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian

merupakan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.




BAB VIl
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Untuk memperkuat dan menunjang  efektivitas
penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta akuntabilitas
keuangan negara di Kementerian.

[2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan melalui:
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 10

(1) Kelancaran  penyelenggaraan SPIP  di  lingkungan
Kementerian dilakukan dengan berkoordinasi, bekerja
sama, dan bersinergi melalui Sekretaris Jenderal dengan
Inspektorat Jenderal serta Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pembinaan,

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui asistensi, konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
pendidikan dan pelatihan, maupun kegiatan pembinaan
lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan  Kementerian Perhubungan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 400

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
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LAMFIRAN 1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 25 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATA CARA PENYELENGGARAAN SPIP

LATAR BELAKANG

Rencana Penyelenggaraan SPIP menggambarkan rencana penerapan SPIP

ke depan, terutama rencana tahunan dan jangka menengah, sekaligus

berisi kerangka acuan kerja dan strategli penerapannya. Rencana ini

antara lain memuat jadwal pelaksanaan kegiatan, waktu vyang

dibutuhkan, penyediaan dana/anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM),

metode yang akan digunakan, sarana dan prasarana, serta peralatan

yang diperlukan guna penerapan SPIP yang direncanakan, dan pihak-

pihak terkait.

Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri

di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu menyusun Rencana

Tindak Pengendalian (RTP). Rencana Tindak Pengendalian intern

merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan

dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan

kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP

meliputi:

1. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan
yang terkonfirmasi,

2. penguatan hngkungan pengendalian,

3. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,

4, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak
untuk mengendalikan risiko,

5. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian
termasuk hasil penguatannya, dan

6. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil

penguatannya.
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Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur

pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak

pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau

evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dalam siklus penyelenggaraan sistem pengendalian intern, penyusunan

dan pemanfaatan RTP merupakan rangkaian beberapa tahapan sebagai

bagian dari siklus penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang

utuh.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis sesuai pedoman ini, output yang

diharapkan dihasilkan adalah dokumen Rencana Tindak Pengendalian

(RTP). Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen

penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak

dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah. Dokumen

lain vyang sebaiknya dihasilkan dalam penyelenggaraan sistem

pengendalian intern dalam suatu siklus yang utuh adalah:

1. Bukti pelaksanaan rencana tindak pengendalian berupa revisi
kebijakan dan prosedur.,

2. Realisasi pelaksanaan pengkomunikasian informasi pengendalian.

3. Realisasi pelaksanaan pemantauan dan cvaluasi atas rencana tindak
pengendalian.

Peraturan ini secara garis besar memberi panduan langkah

penyelenggaraan SPIP dengan metode Control Self Assessment (CSA). CSA

adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian/unit

kerja untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko serta

pengendaliannya.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah sebagai panduan bagi
Kementerian /unit kerja dan fasilitator dalam penvelenggaraan SPIP atas
penilaian efektivitas lingkungan pengendalian dan penilaian risiko dengan
metode CSA di Kementerian Perhubungan.

Manfaat yang diharapkan dari peraturan ini adalah adanya keseragaman
langkah dalam melakukan penyelenggaraan SPIP.

SIKLUS PENYELENGGARAAN SPIP

Pendekatan  siklus  penyelenggaraan SPIP  vyaitu  pelaksanaan

penyelenggaraan SPIP tidak secara kaku harus selalu mulai dari satu
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tahapan tertentu. Siklus Penyelenggaraan SPIP sebagaimana terlihat di
gambar 1.

Gambar 1. Siklus Penyelenggaraan SPIP
Kerangka pemikiran siklus penyelenggaraan SPIP ini juga akan
memudahkan unit kerja dan fasilitator dalam menyelenggaraan SPIP vang
tahapannya akan selalu berputar dan kembali pada suatu tahapan yang

sama secara terus menerus dengan mendasarkan seluruh siklus pada
dokumen yang disebut rencana tindak pengendalian (RTP). Siklus
penyelenggaraan SPIP, diharapkan secara kontinyu akan dapat

mengintegrasikan SPIP ke dalam proses-proses penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam peraturan ini mencakup langkah-langkah vang
harus ditempuh dalam pelaksanaan penilaian efektivitas lingkungan
pengendalian, identifikasi risiko, analisa risiko, merancang rencana
perbaikan kegiatan pengendalian, rencana perbaikan informasi dan
komunikasi serta rencana perbaikan pemantauannya.

REVIU LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian yang kuat ditujukan untuk membentuk
perilaku yang positif dan aktif melekat dalam melaksanakan pengendalian
sesuai dengan kondisi dan kegiatan/aktivitas keseharian setiap unit kerja
instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus memiliki lingkungan
pengendalian yang kuat oleh sebab itu diperlukan reviu untuk
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mengidentifikasi area-area lingkungan pengendalian yang masih lemah
dan membutuhkan penguatan lebih lanjut.

Reviu atas lingkungan pengendalian dapat dilakukan melalui penilaian
pengendalian sendiri/ Control Self-Assessment (CSA). Metode proses CSA
yang diaplikasikan secara spesifik pada lingkungan pengendalian disebut
adalah “Penilaian Lingkungan Pengendalian/Control Environment
Evaluation (CEE)".

Lingkungan pengendalian dalam Instansi Pemerintah akan terdiri dari
kombinasi hard dan soft control Hard control diantaranya adalah
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia. Sedangkan soft control diantaranya adalah
penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, peran
internal auditor yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan
instansi pemerintah terkait.Pendekatan dalam menilai hard dan soft
cornitrol berbeda. Langkah asesmen meliputi:

1. Penilaian atas soft control

Tim fasilitator memberikan bimbingan teknis kepada peserta untuk

melakukan asesmen terhadap soft control lingkungan pengendalian

yang ada, yang dilakukan dengan cara:

a. lakukan survei persepsi, melalui kelompok diskusi atau survei
menggunakan kuesioner,

b. sedapat mungkin, melakukan validasi hasil survei melalui metode
lainnya seperti reviu dokumen, wawancara, Focus Groups
Discussions/FGD.

Tujuan dari asesmen atas soft control adalah untuk memberikan

informasi tingkat konsistensi instansi pemerintah dalam mencapai

segala hasil yvang benar, Penilaian atas soft control sebagaimana

tercantum dalam Formulir 1.

2. Penilaian atas hard control

Tim fasilitator memfasilitasi peserta bimtek untuk melakukan

asesmen terhadap hard control lingkungan pengendalian yang ada.

Tujuan dari asesmen atas hard control adalah untuk memberikan

informasi tingkat konsistensi instansi pemerintah dalam mengerjakan

segala sesuatu dengan benar/baik. Penilaian hard control lingkungan

pengendalian dapat dilakukan sebagaimana lazimnya proses audit,
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seperti reviu terhadap dokumen. Pelaksanaannya dapat dibimtek oleh
tim fasilitator dengan memberdayakan tim internal audit. Disamping
teknik penilaian di atas, tim fasilitator dapat mendorong peserta
bimtek untuk menggunakan penilaian pengendalian sendiri/ Control
Self Assessment. Penilaian atas hard control sebagaimana tercantum

dalam Formulir 2.

. Analisis Terhadap Hasil Asesmen

Hasil asesmen lingkungan pengendalian, baik hard dan soft control
selanjutnya dianalisis dan disimpulkan untuk mendapatkan peta
kondisi lingkungan pengendalian yang ada serta area untuk perbaikan
di dalam instansi pemerintah.

Tim fasilitator mendampingi tim bimtek dalam melakukan analisis
dan penyimpulan kondisi, serta area untuk perbaikan di dalam
instansi pemerintah. Jika simpulan hasil asesmen menunjukkan
bahwa hngkungan pengendalian masih belum memadai, tim fasilitator
membimbing peserta bimtek menyusun disain pengendalianyang
diperlukan.Mengingat pentingnya suatu lingkungan pengendalian
vang baik, pada tahap ini, sedapat mungkin pimpinan instansi ikut
dalam diskusi, analisa terhadap hasil asesmen sebagaimana
tercantum dalam Formulir 3 sampai dengan 5.

Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Penilaian Lingkungan Pengendalian/Control Environment Evaluation
diperlukan sebagai asesmen sendiri, sehingga, dengan melakukan
ascsmen pada Lingkungan Pengendalian vang ada dan
mengidentifikasi area peningkatan lingkungan pengendalian,
manajemen harus merencanakan tindakan yang tepat untuk
mengatasi kelemahan dari lingkungan pengendalian tersebut. Tim
Fasilitator membimtek manajemen merumuskan tindakan yang akan
diambil. Tindakan-tindakan ini didokumentasikan dalam rencana
tindakan yang disepakati untuk ditindaklanjuti oleh manajemen.
Tindakan-tindakan yang telah disepakati itu haruslah dicatat dalam
rencana tindakan dengan perincian kelemahannya, tindakan yang
diajukan,  pemilik/penanggung jawab  dan target  waktu
penyelesaian.Rencana tindak penguatan/perbaikan lingkungan
pengendalian dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak Perbaikan.

Tools yang dapat digunakan untuk tahap ini adalah berupa formulir
yang berisi perincian kelemahannya, tindakan vang akan diambil,
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pemilik/penanggung jawab tindakan, dan target waktu penyelesaian,
penilaian rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian
sebagaimana tercantum dalam Formulir 6.

F. PENILAIAN RISIKO

1.

Penilaian Risiko Tingkat Instansi Pemerintah
Penetapan tujuan strategis Kementerian dengan berpedoman pada
Rencana Strategis Kementerian,
Penetapan tujuan rencana strategis dilakukan dengan menggunakan
sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 (Formulir 7 ini hanya
disusun untuk penilaian risiko tingkat Kementerian).
Penilaian Risiko Tingkat Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dan Unit
Kerja Mandiri
Penilaian risiko terhadap aktivitas/kegiatan vang dilaksanakan oleh
Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri untuk mengenali, menganalisis,
memvalidasi dan memutuskan cara menanggapi risiko dengan rincian
tahap-tahap sebagai berikut:
a. Membentuk kelompok diskusi (Focus Group Dissucions)
Kelompok diskusi terdiri dari pegawai-pegawai dari satuan unit
kerja yang terlibat langsung dalam proses aktivitas/kegiatan yang
akan dilakukan penilaian risiko;
b. Menentukan aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian
risiko
Aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko diambil
dari aktivitas/kegiatan sesuai tugas dan fungsi (baik kegiatan yang
tertuang di DIPA maupun Non DIPA);
c. ldentifikasi tujuan aktivitas/kegiatan
Tahap identifikasi tujuan dimaksudkan agar diperoleh informasi
tujuan aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan saat ini. Untuk itu
perlu dilakukan proses FGD, brainstrorming, validasi dan
konfirmasi untuk dapat mengidentifikasi tujuan aktivitas/kegiatan
dengan tepat;
d. Identifikasi risiko berdasarkan tujuan yvang telah ditetapkan
Atas setiap tujuan aktivitas/kegiatan vang telah ditetapkan,
lakukan identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian
tujuan dengan cara FGD dan brainstorming,
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Dari hasil identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko sebagaimana

tercantum dalam Formulir 8.

Analisa risiko

Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah

menganalisa risiko yang telah diidentifikasi, dengan cara:

1) Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, peserta kelompok
diskusi memberi skor terhadap kemungkinan dan dampak
menurut skala yang telah ditetapkan;

2] Jumlah nilai kemungkinan dan dampak berdasarkan skor dari
seluruh peserta, kemudian dibagi dengan jumlah peserta
untuk mendapat rata-rata skor kemungkinan dan dampak
risiko;

Analisa risiko menghasilkan ranking risiko dan peta risiko

sebagaimana tercantum dalam Formulir 9 sampai dengan 11.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Setelah daftar risiko dan peta risiko diperoleh dari hasil penetapan

respon/prioritas risiko, langkah selanjutnya adalah menyusun

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) minimal yang harus ada

untuk mencegah atau mengurangi dampak yang timbul akibat

kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut. RTP disusun
berdasarkan prioritas risiko yang dihasilkan pada ranking dari
yang tertinggi sampai dengan terendah. Rencana Tindak

Penpgendalian meliputi:

1) Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian
Menyusun rencana tindak untuk mengendalikan risiko yang
meliputi (i) mengenali instrument pengendalian yang ada/
terpasang, (ii) mengevaluasi pengendalian vang ada/terpasang
dan (iiij) membahas celah pengendalian.

Untuk dapat mengembangkan rencana tindak untuk
mengendalikan risiko (Kegiatan Pengendalian)Tim Fasilitator
dan peserta bimtek harus memiliki pemahaman/gambaran
kondisi struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi vang ada
dan yang  dibutuhkan dalam  pencapaian  tujuan
aktivitas/ kegiatan.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut;

a) Mengenali Pengendalian vang Ada




b)
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Tahapan mengenali pengendalian dilakukan dengan
berdasarkan rangking/prioritas risiko yang dihasilkan dari
tahap analisa  risiko. Tahapan ini bertujuan
mendokumentasikan apa yang telah dibuat oleh unit kerja.
Tim  fasilitator mengarahkan tim bimtek untuk
mengidentifikasi dan mencatat pengendalian apa yang
sudah ada (terpasang) vang melindungi aktivitas/kegiatan
dari risiko-risiko tersebutdan membantu dalam pencapaian
tujuan kegiatan,
Mengevaluasi Pengendalian yang ada/Terpasang
Ada kemungkinan bahwa pengendalian wvang sudah
dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerna
efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas
efektifitas  pengendalian  perlu  dilakukan  untuk
menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan
kecocokan  atau  kecukupan  rancangannya  atau
permasalahan pada saat pelaksanaannva,

Celah pengendalian

Celah pengendalian adalah kondisi yang terjadi apabila

risiko sesuai prioritas tidak memiliki pengendalian atau

pengendalian yang ada tidak mencukupi untuk membawa
risiko pada tingkat sisa risiko (residual risk) yang berada
dalam tingkat selera risiko manajemen Fasilitator
mengarahkan diskusi kelompok untuk menilai ketepatan
rancangan pengendalian, efektivitas pengendalian, dan ada
tidaknya celah pengendalian. Dalam tahapan ini akan ada

6 kemungkinan celah vang teridentifikasi:

(1} Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan
peraturan di atasnya;

(2) Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/
dijabarkan ke dalam prosedur baku;

(3) Pengendalian sudah ada dan telah
memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku namun
prosedur baku belum sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

(4) Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu

dibuat/disusun pengendalian terkait;
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(5) Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke
dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan;

(6) Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke
dalam prosedur baku dan sudah dilaksanakan namun
belum ada prosedur palaporan/ monitoringnya maka
dibuat sistem pelaporan dan pemantauannya;

d) Membahas Celah Pengendalian (ldentifikasi Perbaikan

Kegiatan Pengendalian)

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada

dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan

pengendalian vyang cocok dalam rangka perbaikan
pengendalian.Fasilitator melakukan bimtek dalam diskusi
untuk mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok
dalam rangka perbaikan pengendalian. Fasilitator
mengarahkan/membimbing peserta diskusi agar
identifikasi kegiatan pengendalian mengarah Kkepada
kegiatan pengendalian yang diharapkan mampu menangkal
sejumlah risiko penting. Fasilitator mengarahkan agar
identifikasi kegiatan pengendalian untuk perbaikan

(kegiatan pengendalian yang akan dibangun)

mempertimbangkan cost and  benefit dan tidak

menimbulkan  proses  kegiatan tambahan  yang
memberatkan [pengendalian harus melekat di dalam proses

bisnis). Rumusan RTP memuat rencana pembangunan .

kegiatan pengendalian, pemilik/ penanggung jawab dan

rencana waktu vyang ditargetkan, desain kegiatan

pengendalian sebagaimana tercantum dalam Formulir 12.

2) Rencana Tindak Perbaikan Informasi dan Komunikasi
Menetapkan rencana pengkomunikasian informasi atas
perbaikan pengendalian.

Setelah manajemen sepakat dengan perbaikan vang akan

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang

ada, langkah-langkah selanjutnya vyang perlu dilakukan

adalah:

(1) Tim fasilitator meminta peserta bimbingan
menginventarisasi sarana komunikasi vang ada yang dapat

digunakan untuk menyampaikan risiko, keberadaan dan
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implementasi revisi kebijakan dan prosedur sebagai
pengendalian yang baru;

(2) Tim fasilitator meminta peserta bimbingan merumuskan
bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang
pengendalian yang baru, akan dilakukan. Komunikasi vang
efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat
dapat menjalankan pengendalian secara efektif. Cara
pengomunikasian dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat
pengendalian baru yang dibangun;

(3) Rencana pengomunikasian adanya perubahan/ perbaikan
dalam pengendalian intern akan dituangkan ke dalam
dokumen RTP sebagaimana tercantum dalam Formulir 13.

Rencana Tindak Perbaikan Pemantauan

Menetapkan rencana pemantauan atas perbaikan

pengendalian yang telah ditetapkan.

Pada dokumen RTP juga dimuat mekanisme pemantauan yang

bertuyjuan untuk memastikan bahwa rencana tindak

pengendalian yang telah dirancang dapat dilaksanakan dan
berjalan secara efektif.

Fasilitator mengarahkan agar pemantauan dapat memberikan

informasi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

(1) realisasi pelaksanaan perbaikan/penyempurnaan
kebijakan, prosedur atau infrastruktur lainnya,

(2) kegiatan/proses manajemen vyang masih bermasalah
meskipun telah dirancang mekanisme pengendalian di
dalamnya,

(3) infrastruktur pengendalian yang tidak dapat berjalan
dengan baik;

(4) penyebab dan akibat permasalahan.

Untuk itu, tim [fasilitator meminta peserta bimtek untuk
menentukan:

(1) metode pemantauan vang ada;
(2) metode pemantauan yang akan digunakan, metode
pemantauan yang dapat dilakukan antara lain pemantauan

oleh atasan, pemantauan oleh tim khusus, atau meminta




(9)

- ) -

pihak aparat pengawasan intern untuk melakukan
evaluasi;
(3) pihak/pejabat yvang melakukan pemantauan;
(4) waktu dan frekuensi pemantauan,serta;
tindakan vang diperlukan jika berdasarkan hasil pemantauan
diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penyempurnaan lebih
lanjut, daftar pemantauan risiko dan kegiatan pengendalian
yvang telah dilaksanakan, rencana tindak perbaikan

pemantauan scbagaimana tercantum dalam Formulir 14,
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FORM |
(KOP SURAT)

SURVEI CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner
ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan
untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu.
Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/Ibu
mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini.

Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/lbu dan rekapitulasi
kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian.

. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tickmark untuk pilihan vang paling tepat.
Apa posisi anda saat ini?

1. O Pejabat Struktural

2. [1 Pejabat Fungsional Tertentu

3. 0 Pejabat Fungsional Umum/Staf.......

. PETUNJUK PENGISIAN

. Isilahdengan memberikan tickmark (V) pada salah satu kotak pilihan

jawaban.

. Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan

pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini,

. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan

kepada fasilitator.

PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Pimpinan telah memberikan | OTidak Pernah
keteladanan dalam hal integritas dan | OJarang
etika pada tingkah laku sehari-hari OSering
OSelalu

Telah ada aturan perilaku (misalnva | OBelum Ada
kode etik, pakta integritas, dan aturan | OSedang Disusun
perilaku pegawai) O Sudah Ada

OSudah Ada & dimutakhirkan
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NO. PERNYATAAN PILITHAN JAWABAN
3 | Rekan-rckan kerja telah berperilaku | OTidak ada
sesuai dengan nilai-nilai integritas dan | OSebagian kecil pegawai
etika OSebagian besar pegawai
— OSeluruh Pegawai
4 Pegawai telah memperoleh penghargaan | OTidak Pernah
yvang sepadan dengan prestasi kerjanya | OJarang
OSering
OSelalu
5 | Penghargaan yang diberikan kepada  OSangat Tidak Memadai
para pegawai telah cukup memadai | OTidak Memadai
untuk menghindari godaan untuk | OMemadai
melanggar hukum, aturan organisasi | O0Sangat Memadai
dan nilai-nilai etika
6 | Dokumen pernyataan aturan | OTidak
perilakutelah  disampaikan kepada | ODisampaikan tanpa penjelasan
seluruh pegawai ODisampaikan dengan penjelasan
O Disampaikan dengan penjelasan
i dan pelatihan jika diperlukan
7 |Dalam sosialisasiaturan perilakutelah | OTidak Pernah Disosialisasikan
dijelaskan tentang bagaimana | OJarang
prakteknya dalam situasi sehari-hari OSering
ORutin
8 | Kebijakan organisasi dan aturan | OTidak Pernah
perilaku setiap tahun telah | OJarang
diinformasikan kepada pihak ketiga | OSering
(masyarakat, rekanan, instansi lainnya) | ORutin
9 |Media  organisasi (majalah /buletin | OTidak Pernah
internal, papan pengumuman, situs | [OJarang
resmi, dan lain-lain) telah | OSering
menginformasikan pelaksanaan aturan | ORutin
perilaku oleh para pegawai
10 | Seluruh pegawai secara rutin telah | OTidak Pernah
menandatangani pernyataan aturan | OJarang, Sebagian Pegawai
perilaku ORutin, Sebagian Pegawai
ORutin, Seluruh Pegawai
11 | Pernyataan aturan perilakutelah dibaca | OTidak
oleh semua pegawai | OSebagian Kecil
OSebagian Besar
OSemua
12 | Pernyataan aturan perilakutelah | OTidak Pernah
dipahami oleh semua pegawai OSebagian Kecil
OSebagian Besar
OSemua
13 |Pimpinan telah memantau apakah 0OTidak Pernah Dipantau
seluruh  pegawai telah mengikuti | OJarang
sosialisasiaturan perilaku OSering

OSelalu
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NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
14 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam | OTidak Ada
instansi yang melayani pengaduan | OAda, tapi belum berfungsi
masyarakat atas pelanggaran aturan | OAda, tapi belum optimal
perilaku OAda dan sudah optimal
15 | Pimpinan instansitelah mendapat | OTidak Pernah
informasi atas kepatuhan pelaksanaan | OJarang
aturan perilaku di instansi OSering
OSelalu
16 | Pelanggaran aturan perilakutelah | OTidak Pernah
ditindaklanjuti sesuai ketentuan vang | OJarang
berlaku OSering
OSelalu
17 | Investigasi atas pelanggaran aturan | OTidak pernah dilakukan investigasi
perilakutelah dilakukan oleh petugas | ODilakukan oleh petugas yang tidak
yang kompeten dan independen kompeten dan tidak independen
O Dilakukan oleh petugas yang tidak
kompeten atau tidak independen
O Dilakukan oleh petugas vyang
kompeten dan independen
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
1 | Instansi telah memiliki strategi/rencana | OTidak Memiliki
kompetensi yang berisikan standar | OSedang disusun
kompetensi yang dibutuhkan oleh | OYa, telah disusun
instansi untuk melaksanakan tugas dan | OYa, disusun sesuai kebutuhan
fungsinya | strategi & tujuan instansi
2 | SDM yang memadai telah tersedia untuk | OSangat Kurang
melaksanakan strategi dan | OKurang Memadai
perencanaaan organisasi OCukup Memadai
OMemadai
3 | Kompetensi yang dibutuhkan dalam | OTidak ada uraian kompetensi
setiap posisi di  instansi  telah | OSebagian kecil posisi sudah dibuat
didefinisikan secara tepat. uraian kompetensinya
OSebagian besar posisi sudah dibuat
uraian kompetensinya
OSudah dibuat uraian kompetensi
setiap posisi dengan tepat
4 | Para pegawai telah ditempatkan sesuai | OSangat Tidak Setuju
dengan kompetensi dan pengalaman | OTidak Setuju
mereka  berdasarkan syarat dan | OSetuju
kebutuhan dari posisi tersebut OSangat Setuju
5 |Pimpinan di Instansi saudaratelah | OSangat Tidak Setuju
memiliki pengalaman kerja yang luas | OTidak Setuju
tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis | OSetuju
tertentu saja OSangat Setuju
6 | Kompetensi SDM telah dipantau secara | OTidak Pernah

efektif

OJarang
OSering
OSelalu dan terjadwal
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NO)

PERNYATAAN

PILIHAN JAWABAN

Telah terdapatperencanaan pelatihan
yang memberikan pemahaman kepada
pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian
lainnya

OBelum Ada
ODalam proses penyusunan

OSudah ada tapi belum diformalkan
OSudah ada dan diformalkan

Pelatthan memadai selalu
dilakukan sebelum pegawai menduduki

posisi penting

OTidak Pernah
OJarang
OSering
OSelalu

Instansi  telah memiliki rencana
kaderisasi stal yang kompeten untuk
menduduki posisi-posisi penting

OBelum Ada

ODalam proses penyusunan
OSudah ada tapi belum diformalkan
OSudah ada dan diformalkan

10

Dokumentasitentang prosedur penilaian
kompetensi pegawai telah memadai dan
dimutakhirkan secara periodik

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

=

11

Assessment/penilaian kompetensi dari
pegawai yang menduduki posisi penting
telah dilakukan secara periodik dan
didokumentasikan secara lengkap

OTidak Pernah
OJarang
OSering
OSangat Sering

12

Evaluasi kompetensi dan kinerja
pegawai telah dilakukan secara periodik

OTidak Pernah
OJarang
OSering
OSangat Sering

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Pimpinan melalui perkataan dan
perbuatan telah selalu menekankan
pentingnya pencapaian tujuan
pengendalian internal

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Pimpinan telah mempertimbangkan
risiko dalam pengambilan keputusan
dan sering mendiskusikannya di dalam
rapat

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Gaya dan (fone (aura) kepemimpinan
vang kondusif telah dirasakanbaik di
dalam maupun di luar organisasi

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Pimpinan telah ~membentuk dan
memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat
atau unit organisasi tertentu untuk

mendorong penerapan pengendalian
(SPIP).

Pimpinan telah menekankan pentingnya |
penerapan pengendalmn dalam setiap |
kegiatan organisasi

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

DSa.ngat Tidak Setuju
OTidak Setuju
EISetu_]u

DSangat Setuju
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NO,

PERNYATAAN

PILIHAN JAWABAN

Pimpinan telah
mengkomunikasikansecara efektif
tujuan pengendalian intern kepada para
pegawai yang terkait

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Pimpinan telah mengikutsertakan
pejabat dan pegawaiterkait dalam proses
penetapan tujuan pengendalian intern

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI

KEBUTUHAN

DENGAN

Struktur  organisasitelah dirancang
sesuai dengan kompleksitas dan sifat
kegiatannya.

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Seluruh unit organisasi telah
mempunyal kewajiban untuk menyusun
laporan secara tepat waktu,

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

struktur
telah

Risiko yang muncul dari
organisasi
diperhitungkanpimpinan instansi

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Struktur organisasi yang ada telah
mempermudah penyampaian informasi
risiko ke setiap bagian

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Struktur organisasi telah dilengkapi
dengan bagan organisasi yvang
menjelaskan peran dan tanggung jawab
masing-masing pegawai

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Uraian tugas untuk masing-masing
pejabat kunci/ pentingtelah ditetapkan
dan dimutakhirkan

OSangat Tidak Setuju
OTidak Setuju
OSetuju

OSangat Setuju

Proses validasi atas tingkat kehandalan,
keakuratan, kelengkapan, ketepatan
waktu sistem informasi telah dilakukan
secara berkala

OTidak Pernah
OJarang
OSering
OSelalu

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

Pimpinan telah melakukan reviu dan
evaluasi secara berjenjang terhadap
peran dan tanggung jawab bawahannya
terkait pengendalian

OTidak Pernah
OJarang
OSering
OSelalu
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N PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
2 |Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan | OTidak Pernah
telah secara rutin membahas efektivitas | OJarang
penyelenggaraan pengendalian DOSering
ORutin
3 | Pendelegasian wewenang dan tanggung | OSangat Tidak Setuju
jawab telah ditetapkandan | OTidak Setuju
didokumentasikan secara formal OSetuju
OSangat Setuju
4 | Kriteria pendelegasian wewenang telah | OSangat Tidak Setuju
tepat OTidak Setuju
OSetuju
OSangat Setuju
5 | Pejabat kunci/ penting (key | OSangat Tidak Setuju
management] vang diberi kewenangan | OTidak Setuju
telah memahami tanggung jawab dan | OSetuju
wewenangnya OSangat Setuju
6 | Kewenangan telah direviu dan | UTidak Pernah
dimutakhirkan secara periodik OJarang
OSering
OSelalu
7 |Wewenang dan tanggung jawab telah | OSangat Tidak Setuju
dikomunikasikan dengan jelas dan | OTidak Setuju
dipahami oleh pegawai OSetuju
OSangat Setuju
8 | Batasan kewenangan telah diverifikasi | OTidak Pernah
dan diuji OJarang
OSering
ORutin
9 | Proses dan tingkatan otorisasi telah | OTidak Pernah
dilaksanakan sesuai ketentuan OJarang
OSering
ORutin
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG
PENGELOLAAN /PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 |Instansi telah mempunyai kebijakan | OTidak Ada
dan prosedur pengelolaan SDM DAda
Bila jawaban “tidak ada”, langsung ke
nomor 7
2 |Kebijakan dan prosedur pengelolaan | OBelum
SDM tersebut telah didokumentasikan | OSebagian kecil
secara formal OSebagian besar
OSeluruhnya
3 | Kebijakan dan prosedur pengelolaan | OBelum
SDM tersebut telah disosialisasikan @OSebagian kecil
kepada seluruh pegawai OSebagian besar
| OSeluruhnya
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NO, PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
4 | Kebijakan dan prosedur pengelolaan | OBelum
SDM tersebut telah dipahami oleh | OSebagian kecil
seluruh pegawai OSebagian besar
OSeluruhnya
o | Kebijakan dan prosedur pengelolaan | OBelum
SDM terscbut telah lengkap (scjak | OSebagian kecil
rekrutmen sampai dengan | OSebagian besar
pemberhentian pegawai) OSeluruhnya
6 | Kebijakan dan prosedur pengelolaan | OBelum
SDM tersebut telah | OSebagian kecil
dimutakhirkansesuai kebutuhan OSebagian besar
. . OSeluruhnya
7 |Pimpinan telah menetapkan standar | OBelum
rekrutmen pegawai sesual dengan | OSebagian kecil
persyaratan jabatan OSebagian besar
OSeluruhnya
8 | Pimpinan telah menetapkan pola mutasi | OBelum
dan promosi pegawai sesuai dengan | OSebagian kecil
persyaratan jabatan dan direviu secara | OSebagian besar
periodik OSeluruhnya
9 | Setiap SDM yang akan | OSangat Tidak Sectuju
ditempatkandalam posisi kunci telah | OTidak Setuju
mempertimbangkan  integritas  dan | OSetuju
kompetensinya OSangat Setuju
10 |Instansi telah menempatkan SDM pada | OBelum
posisi kunci/ penting melalu fit and | OSebagian kecil
proper test dan management assessment | OSebagian besar
center (MAC) OSeluruhnya
11 |Program  pelatihan telah disusun | OSangat Tidak Setuju
berdasarkan analisis kebutuhan diklat | OTidak Setuju
(training needs analysis) OSetuju
OSangat Setuju
12 | Setiap pegawai telah mendapatkan | OBelum
kesempatan yang cukup  untuk | OSebagian kecil
mengikuti program pendidikan dan | OSebagian besar
pelatihan OSecluruhnya
13 | Program pelatihan yang terselenggara | OSangat Tidak Setuju
telah mendorong perilaku yang baik dan | OTidak Setuju
kesadaran akan pengendalian OSetuju
OSangat Setuju
14 | Instansi telah mengalokasikan anggaran | OSangat Tidak Setuju

yang memadai untuk pengembangan
SDM

OTidak Setuju
OSetuju
OSangat Setuju
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NO. PERNYATAAN PILTHAN JAWABAN
15 | Instansi telah mengikutsertakan | OBelum
pegawai dalam diklat kepemimpinan dan | OSebagian kecil
kemampuan individu (inter personal | OSebagian besar
skiil) OSeluruhnya ,
16 |Instansi telah memiliki sistem penilaian | OTidak Ada '_
kinerja dan sistem penghargaan (reward) | DAda
yang didokumentasikan,
17 | Sistem penilaian kinerja dan sistem | OBelum
penghargaan (reward) tersebut telah | OSebagian kecil
diterapkan sesuai ketentuan. OSebagian besar
| OSeluruhnya
18 |Instansi telah memberikan berbagai | OBelum
penghargaan atas kinerja dan | OSebagian kecil
produktivitas pegawai/unit kerja. OSebagian besar
OSeluruhnya
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
YANG EFEKTIF
1 |[APIPtelah melakukan revin  atas | OTidak Pernah
efisiensi/elektivitas  kegiatan  secara [Jarang
periodik. OSering
ORutin
2 | APIP telah memberikan peringatan dini | OSangat Tidak Setuju
kepada pimpinan dalam | OTidak Setuju
penyelenggaraan tugas dan fungsi  OSetuju
| Instansi Pemerintah., OSangat Setuju
3 |APIP telah berperan dalam fasilitasi | OTidak Pernah
penyelenggaraan pengendalian di | OJarang
instansi. OSering
l ORutin
4 | APIP telah melaksanakan pengawasan | OTidak Pernah
berbasis risiko. OJarang
OSering
ORutin
5> |APIP telah melakukan evaluasi atas | OTidak Pernah
efektivitas SPIP secara periodik. OJarang
OSering
ORutin
6 | APIP telah melakukanpengujian | OTidak Pernah
keuangan secara periodik O.Jarang
OSering
ORutin
7 | APIPtelah melakukan evaluasi | OTidak Pernah
pelaksanaan  pengendalian  internal | OJarang
secara periodik OSering

CORutin
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NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

8 |APIPtelah melakukan reviu atas | OTidak Pernah
kepatuhan hukum dan aturan lainnya OJarang
OSering
ORutin

9 | Temuan dan saran/rekomendasi | OBelum
pengawasan APIP telah ditindaklanjuti. | OSebagian kecil
OSebagian besar

OSeluruhnya
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
1 | Pimpinan instansitelah | OTidak Pernah

membinahubungan kerja vyang baik | OJarang
dengan instansi/organisasi lain yang | OSering
memiliki keterkaitan operasional ORutin

2 |Pimpinan instansi telah membina | OTidak Pernah
hubungan kerja vang baik dengan | OJarang
instansi vang terkait atas fungsi| OSering
pengawasan (inspektorat, BPKP, dan | ORutin
BPK)

Hal-hal lain yang terkait kondisi lingkungan pengendalian yang belum
tercakup dalam pernyataan-pernyatan di atas :

s B TaTe a1
TERIMA KASIH
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FORM ELP 1 : HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

P
)

==l s

KESIMPULAN

mmm%ww.WMMmum.mm“mmb
PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1 Sudah jelas

Kolom 2  Diisi dengan uralan singkat hasil pengumpulan dan analisa data terkait kondisi lingkungan pengendalian instans
pemerintah vang dievaluasi

Urmian terschut dapat berupa kelemahan maupun kekuatan linghungan pengendalian vang ditemulkan dar berbagai sumber dain
ternebut

Kolom 3  Diisi dengan sumber data atas uraian di kolom 2.
Kolom 4  Diisi dengan keterkaitan antara masing-masing sub unsur lingkungan dengan uraian pada kolom 2.

mad, Jika keterkaitan tersebut menunjukian adanya kelemahan lingkungan pengendalian maka diisi dengan simbal x
Kolom 11 Jika keterkaitan tersebut menunjukkan adanya kekuatann lingkungan pengendalian maka ditsi dengan simbal



FOREM ELF 2: RERAPITULASI HASIL KUESIONER CEE

HASIL | ATRIBUT/ELEME

HASIL
NC. SUB UNSUR PEMILAIAN N DARI] SUB PERILAIAM PERTANYAAN
CEE LUNSLUR CEE
1 _ 2 3 L 5 | 6
1 PENEGAKAN PENCGEMBANOAN 1 | Pimpinsey telalh
INTEGEITAS — Pimpinan | memberkan
DAN NILAI ETIEA Inamns | ketelndanan
mengern bangkan | clalarm bl
gikap etika dan | integritas dan
tata nilai vang | etika pada tingkah
dapat  dimengerti lakii sehari-hard
oleh seluruh
= pegawa
2 Telah ada aturan
perilaky (misalnyn
kode etik, pakta
| integiitas, dun
| miurmn perilaku
I N pegEwi|
3 Rekan-rekan kerja
telah  berperilaku
| mesLni dengan
bt al s

| integritns durn
| etikea

KRESTMPLULAN
PER
PERTANYAAN




= =

SUB UNSUR

HASIL

CEE

ATRIBUT/ELEME |

N DARI 3UB
UNSUR

HASIL
PENILAIAN
CEE

PERTANYAAN

S e = |

4

5

KOMUNIKASI —

Pimpinan nstansd

Pegwl telah
memperoleh
pemghargaan yang

sepadan  dengan
prestasi keranya
Penghargaan yang
diberikan kepada
pArR pegawal telah
cukup  memade
: untuk
g b vl rd
podann

| melanggar
hukum,
OTEATIISAS] dam
nilai-nilai etika

Dokumen
P'El'l'l‘-j"ll‘-ll-'l'l aturan

untuk

BTUTAnD

menghomunikasik

perilaku

telak

&n
akan
etikn

perkataan dan
tindaknn

komitmennya
nikad-nilad
mvebalui

s paikean

kepada
PrgEwai

seluruh

KESIMPULAN

PER
PERTANYAAN

T




HASIL ATRIBUT/ELEME HASIL
RO SUB UNSUR PENILAIAN N DARI SUBR PENILAIAN PERTANY AAN
CEE LUNSUR CEE
1_] 2 i 3 4 | 5 L] ;
7 ' Dalam  sosialinaxi
| mturmn  perilaku
| tcinh  dijelaskan
| tentang
| o oo
| prakteknva dalam
L = | | mituasi sehari-hari
B | |
I
|
9 PFENERKANAN 1 | Media
| | KEMBALI = (majalah/ buletin
peEnLngnya internal, papan
integritas dan PETLEUMUTRATR,
| nilai-nilai  etika situs resmi, dan
dikomunikasikan lain-lain) telah
| | | dan ditelkankan menginformasikan
| | mecarm herrula pielnk nm raan




HASIL
PENILAIAN
CEE

SUB UNSUR

e ——

2 | 3

ATRIBUT/ELEME
N DARI SUB
LINSUR

4
kepada seluruh
pegawai melalui
CRrMA  Yang sesual
dengan kool dsd
instanst

10

12

13

| PENGAWASAN —
tercapat PrOses-
proses untul

TR Py WA Bl
kepatuhan seluruh

integritas
milai-milad etika

KESIMPULAN JAWAHAN
PENILAIARN FERTANY AAN PER KUESIONER
ST SRS — 8
aturmn peerilaku
aleh parn pegawai

s

1 | Seluruh  pegawai
secara runn elah
menandatangan
PETIYaLRAN Alurmn
perilaku

| Pernyataan aturan
| perilaiu telah
dibaca oleh semua
Pernyataan aturan
perikaki ielah
dipahami aleh
SCMmuR pegawel
Pirnphnan iclah

olo o of




SUB UNSUR

HASIL
| PENILAIAN
CEE

3

ATRIBUT/ELEME
N DARI SUB
UNSUR

&

14

DEVIASI/PERBED
AAN ditanggapi —
pelanggaran atas
ridend-mdtad
integritas dan
muilas-milai etika
diidertifilas
aecara fepat waktu
dan ditangan pada
tingkatan ¥Ang
Lo 11T T dalam

| organismei
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HASIL
SUB UNSUR PENILAIAN N DARI SUB
CEE UNSUR
2 3 ' 4

ATRIBUT/ELEME

17

18 | B | KOMITMEN

KEOMPETENSI;

Tdentifilousi

kompetensi

mendukung
efektifitas

Kompetensi-

T | S——h

HASIL

)

ST

| tnstans]

PENILAIAN PERTANYAAN
CEE

4]

|aturan  penlaku

teiah
ditindaklanjuti
seaual  ketentuan
vang berlaku

Instan=i ielah

mermiliko
sirategi /rencana
kompetensi vang
berisilan standar
kompetensl  vang
dibutuhkan oleh
uniuk
melaksanakan
tugne dan
fungminya

KESIMPULAN |

PERTANYAAN

0 |

JAWAHAN
KUESIONER

]

—
0

ookt
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SUB UNSUR

19

KESIMPULAN |

HASIL ATRIBUT/ELEME HASIL
PENILAIAN N DARI SURB PENILAIAN PERTANY AAN PER
UNSUR CEE PERTANYAAN
4 N ST

telah disdentiflos
SDM Yang
v telah
ternedia umntuk
melakearakan
atrateg
T A LA

| |organises

Eompetenmi  yang
dibutuhkan dalam
aetiap posisl o
inmtmrimi telah
didefinisikan

: | secora tepat. =

Pertahanlkean I | Parn pegawai telah

Tndividu ditemputkan

Chrgan isasl sERLRl dengan

mempekerjakan kompetensd

atau | pengalaman

memanfaatkan mereln

individu berdasarkan

memiliki | syarat




ATRIBUT /ELEME
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23

HASIL HASIL
ND SUBR UNSUR PENILAIAN N DARI 3UB PENILAIAN
CEE UNSUR CEE
1 2 3
|
|
I
1
. |

e itk
pengalaman  kKerja
yang luas tidak
hanya terhatne
pada hal-hal
teknis terientu
wajR

24

| Kompetenai S5DM
telah dipunuu

secarn efekif




HASIL ATRIBUT/ELEME HASIL
N, SUB UNSUR PENILAIAN N DARI SUB PENILAILAN PERTANY AAN
CEE UNSUR CEE
1 2 3 4 5 [
a5 Pelatihan Yang
rrermadal selalu
dilakubkan
schelum  pegawai
menduduld  posisi
penung
e 1 Imatana ieiak
memiliki rencana
knderinsas siaf

VRng kompeten
untuk mendudula

| KESIMPULAN




ATRIBUT/ELEME

HABIL
NO. SUB UNSUR PENILAIAN N DAR] SUB
CEE UNSUR
1 2 3 4
8 I
|
: . =1 4

e

30 | C  KEFEMIMPINAN

YANG
KONDUSIF,

- A5 -

HASIL
PENILAIAN
CEE

5

PERTANYAAN

Asseasment / penil
aian  koampetensi
dari pegawal yang
mendudukd posisi
penting telah
dilakuksn secam
pernodik dan
didokumentasikan

| mocare lengkap

Evaluani

| kompetensi  dan

kinerja PERAWAL
teinh  dilskukan
aecirn periodilk

Pimpinan melabui
perkatnarn dan
perbustan telah
aetalu
merse baan oan
pentingrya
pengendalian

mtermal




SUB UNSUR

HASIL
PENILAIAN
CEE

ATRIBUT/ELEME
N DARI SUB

31

- 48 -

HASIL
PENILAIAN
CEE

FERTANYAAN

KESIMPULAN
PER

mempertiimbangka
n risks dalam

pengambilan
keputusan dan

| = di dalsm rapat

CGaym dan
fuiira)
kepemimpinan
Vang kordusif
telah  dirasalan
batk di dalam
maupun i luar
0 ol

tone

Pirnpinan telah

JAWABAN
KUESIONER

L




- T

ATRIBUT/ELEME

HASIL

NOD. SUB UNSUR PENILAIAN N DARI 3UR
CEE UNSUR

1| 2 l 3 . B

33 | '

I
34
35 Artikulasi  Tujwmn

Inste s
dmry

menetapkan
mengartiloulasilan

HASIL

FENILAIAN

CEE
5

PERTANYAAN

2]

Pimpinan telah
membentuk dan

memfungsikan
aalgan aprp,
Inspekiorat atmu
it [T TR
terteniy untuk
merd ororig
pENerapan
pengendalian
(SF1P].

Pimnpinan telah
e ke ke
peEnungnya
penerapan
pengendalian
dinlam setiap
kegiatan

e o
Pimpinan telah
menigkomunikasik
an secarn  efekiil
futjuan
pengendalian




KO

HASIL
PENILAIAN
CEE

S5UB UNSUR

ATRIBUT/ELEME

- 48 -

N DARI SUB
LNSUR

PENILAIAN
CEE

4 3

37

FEMBENTUKAN
STRUKTUR
ORCOANISAS]
YANG SESUAI
DENGAN
KEBUTUHAN

Penetapan
Tanggungawab -
Pimpinan Instans
mersstnplonn
tanggungawab
pelaporan intermnal
untuk setap
bagian/sub unit di
dalam Instansi

KESIMPULAN
PER
PERTANY AAN

JAWARAMN

—
Iﬂ'ﬂ'ﬂﬂl

AW kB 1

KUESIONER




HASIL | ATRIBUT/ELEME

HASIL
NO SUR UNSUR PENILAIAN | N DARI SUB PENILAIAN
| CEE | UNSUR CEE
1 2 | 3 : 4 5
a8
39

—




! HASIL | ATRIBUT/ELEME HASIL KESIMPULAN JAWABAN

| NO SUB UNSUR PENILAIAN N DARI SUB PENILAIAN | PERTANYAAN PER KUESIONER |
.' CEE UNSUR CEE PERTANYAAN

r e e A | s o

=2 - S —

e e

0|00 D|D

43
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HASIL ATRIBUT/ELEME HASIL
NO. SUR UNSUR PEMILAIAN N DARI SUR PENILAIAN
CEE UNSUR | CEE
! . 2 3 . ‘. 5
dlari il ElEm
informan
OF LT SR

44 | E. | PENDELEGASBIA
N WEWENANG
DAN TANGGUNG
JAWAR YANG
TEPAT:

45




NO. SUR UNSUR
1 2
46

HASIL
PENILAIAN
CEE

3

ATRIBUT/ELEME
N DARI SUB
UNSUR

HASIL
PENILAIAN

CEE

4

Tentukan
Tanggungawab -
penunjubkan
AT T w

otoritas
didefinisikan
secare jelas untuk
BETTILLE
vang eut

dalinn
internal dan
Pimpinan instansi

seria

pelaporan




HASIL ATRIBUT/ELEME HASIL
NO. SUB UNSUR PENILAIAN N DARI SUB PENILAIAN
CEE UNSUR CEE
1 2 3 LR 5

51

oiololo|o




SUB UNSUR

HASIL
PENILAIAN
CER

——e o

PENYUSUNAN
AN
FENERAPAN
KEBLIAKAN
YANG BEHAT
TENTANG
PEMBINAAN
SUMBER DAYA
MANLISIA;

ATRIBUT/ELEME

N DARI SUB
UNSUR

L

HASIL
PENILAIAN
CEE

5

JAWABAN
KUESIONER




a7

SUB UNSUR

HASIL | ATRIBUT/ELEME
PENILAIAN N DARI SUB
CEE | UNSUR

3

|

4

Penerimaan  dan

Reterisil -
Penermmaan  dan
retensi PR W

poada posisi koo

prinsip-
integritas dan
kompetensi

diperiukan
schiu bungan

dengan  poaisi

terae bt




HASIL ATRIBUT/ELEME HASIL
WO, SUB UNSUR PEMILAIAN N DARI 3UB PENILAIAN
B . CEE UNSUR CEE
1 2 3 4 5

I —

]
38 |

[
H |
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ATRIBUT/ELEME |

HASIL

PENILAIAN
CEE

5

JAWAHAN
KUESIONER

HASIL
NO. aUB UNSUR PENILAIAN N DARI S3UB
CEE UNSUR
1 2 3 4
Bl
62
|
63 Pelatibhan VAnE

cukup - Pimpinan
Instans
membaniu

+ | I -

n-ulu o|lo




ATRIBUT/ELEME
N DARI 8UR

UNSUR

HASIL
PENILAIAN
CEE

kebutuhan alat
maupun pelatihan
yang dibutuhkan
untuk
melaksaniaknn
peran mereka




HASIL | ATRIBUT/ELEME
NO SUB UNSUR PENILAIAN N DARI SUB
CEE LNSUR
1 2 3 L S |
a6
| &7
m |

HASIL
PENILAIAN
CEE

5

RESIMPULAN
FER

PERTANYAAN

JAWABAN
KUESIONER

0 0|0
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HASIL ATRIBUT/ELEME HASIL

NO SUB UNSUR PENTLAIAN N DAE! SUB PENILAIAN PEETANYAAN
CEE URSUR CEE
L1 2 3 4 5 f [
r—l——--r — - P T— = SN ST E ST T E T .
?u'mdilim
| internal

il

| 70

1l | G PERWLLIUDARN

1 | Kepercaynan-
| FERAN APARAT memberikan
PEROAWASAN keyalkinan vang
INTERN el atas
| FEMERINTAH ketmntan,
YANG EFEETIF kehematan,

Ay e e el —— e T




73

S e — —

SUB UNSUR

T2

HASIL

PEMILAIAN

CEE

3

ATRIBUT/ELEME KESIMPULAN JAWABAN

N DARI SUB PENILAIAN | PERTANYAAN PER KUESIONER
UNSUR : PERTANYAAN .E-L

4 . 6 i

efektiviias |

prncapaian tojuan

penyelenggaraan

tugas dan fungsi

Instnnsi

| PFemerintah ;

Alarm FISIED AFP telah ' L]

memberikan memberikan

peringatan dlmi peringatan dinid

dan meningkatkan kepada  pimpinan

efektivitas dhinlaimi

Pimpinan Instansi penvelengearaan

dalarm tugas dan fungs

PETIVElET gRRrRAT Instara

tugas dan fungsi | Pemerintah

Instars

KUALITAS . APIP telah 0

memelihara  dan | berperan dalam

mermgkatioan fami trtmm

kualitas tata kelola penyelen gEnrnan

| penyelenggaraan

tugas dan fungsl
Instans

Pemerintab

pengendalian di




HASIL
PENILAIAN
CEE

- 53 -

ATRIBUT/ELEME

N DARI 8UB
UNSUR

HASIL

CEE




80

SUB UNSUR

H HUBUNGAN
KERIA YANG
BATK DENGAN
INSTANSI
PEMERINTAH
TERKAIT

1

-63-

HASIL
PENILAIAN
CEE

ATRIBUT/ELEME
N DAR] SUB
UNSUR

HASIL
PENILAIAN

CEE

PERTANYAAN

3

4

5

| hukum

L
dan
atumn lainnyva

1

mekanisme saling
ufi antar Instansi
Pemarirtah terkart,

Temuan dan
saran | rekamenda
W PENERWESAN
AFIP telah
ditindakinnjuti

Pimpinan instans
telah  membina




KETERANGAN WARNA :

Tidak Memacdai

REurang
Memadad

Cukup
Memadal

Memadai

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1
Enlom 2
Kolom 3

Kaolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8

Sudah jelas.
Sudah jelas

Disimpulkan dori modus hasil penilalan CEE atos masing-masing atribut /elemen [kolom 5] pada sub
unsur terkait.

Sudah jelas.

Disimpulkan dar modus kesimpulan per pertanyasn vang terlait dengan masing masing
atribut felemen

Sudah jelas.
Disimpullkan berdasarkan atas modus jawaban dar responden.
CHisi berdasarkan jawaban responden atas kuesioner CEE.
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FROM 5

FORM ELP 3 : SIMPULAN SEMENTARA HASIL CEE

I Penegakan Integritas dan Nilal | Tidak | [ Tidak Memacdai
L | Etika | Memadai | | | !
2 Kokt rren I|:'r|1..|||.l.|.|.|;l | Tidak l [.:uﬁ:up
| Kompetensi | Memadai | ] 1 =i | Memnadai
| Kepemimpinan vang Kondusil Tidak | Cuboup
| | Memadsi | | | | Memaca
4 Struktur Organisas) Tidak | Cukoupy
| | Memadai | | | | Memadai
S Pendelegasian Wewenang dan | Tidak Kurang
| Tanggung Jowab | Memadai | | | | Memnd ai
fi Kebijakan Pengembangan SO Tidak [ Kurang
B I | Memadai | | | | Memndai |
7 Pengawasan [niernal | Tidak | Kurang
| Memuadia | l | Memmcial
o Hubungnn Keno vang Baik ]\ Tidak | Cukup
i | Memadai | ) | E— Memiadi

PETUMJUK PENGISIAN

Kolam 1 [hisi delapan sub unsur lnghungan pengendalian
Kolom 2 Diisi dengan simpulan dari formulir ELP2 atas masing-maming sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup




Kaolom 3
Kaoboin 4

Kalom 5
Kalom 6

Memadai, Kurang Memadal, Tidak Memadai)
DMisi dengan uralan simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2

Diini dengan simpulan dan foemulir ELP] atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian [Memadal, Culkup
Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memsdai)

Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELPZ

Drisi dengan analisis fasilitator stas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan hasil ELP1 dan
ELP2. Jikn hasil keduanya sama, maka fasilitator akan menyimpulkan sesuai dengan hasil tersebut. Jika hasilnya
bertentangan maka diperlukan perumbangan profesional fasillitator untuk mengambil simpulan sementara untuk nantinym
ditahas Iehih lanjut dengan pimpinan insansi gona memperolch pertimbangan dan data lebih lanjul sehinggs dapat
dihasilknn simpulan akhir.

Diisi dengan simpulan silitalor atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup
Memadai, Kurang Memadai, Tidak Mernadai)

Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesual dengan kolom 7
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RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINOKUNGAN PENGENDALIAN

|| Komitmen terhadap Kompetcnsi
1 |
— e | - -

i Kepemimpiiian vang Kondussl : I
- | B 1
w Struktur Organisasi |
PHigNEY ... — |
v Pendeleganasinn Weowenang dan Tongpung
Jawah :
2 ; .
Wi Kebijakan Pengembangan S0DM
i Pengawasan Intermnal |




Vil | Hubungsn Kerja yang Baik

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1 Sudah jclas

Kolom 2 Driisi dengan sub unsur linghungsn pengendalisn dan kelemahan lingkungan pengendalian atas sub unsur tersebut

Kolom 3 Rencana tindakan perbaikan ingkungan pengendalion yang direncanakan atas sub unsur tersebut

Kidisrn 4 Disi dengan simpulan atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang
Memadai, Tidak Memads)

Kolom 5 Diisd dengan tick mark (V) atas masing-masing rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian jika disnggap
prioritas oleh Pimpinan Instansi Pemerintah /Unit Kerja teriait

Kolom 6 Diisd dengan penanggung jawab atas perbaikan lingbungan pengendalinn. Jika penanggun jawab bukasn instansi

yang dibimbing maks rencana tindak harus ditambah dengan peagusulan perbaikan kepada penanggung jawab yang
dirnaksiud



IDENTIFIKASI TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Sasaran Mendukung Capalan
M isi Tuijuary Strategis Tujuan/ Bass Tujuan Keglatan Utamas

Strategis

4 3 4 5 L)




FORM 8
Pelalsanasn
Ohutpu, [Cesal)
Delivery

risiko
dnnpnl:mmhdinplhlh risiko tersebut terjadi

yang di identifilkasi

el I

k atnu pthak yang bertanggung jmwab menangan resiko tersebut
kegintan

it

: THH
w i Riiiil
1

333341

ol L LR D | P—
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FORM 9

KERTAS KERJA PENGISIAN SKALA DAMPAK DAN KEMUNGKINAN

=]l=qi=]

L= =N =]

11

12
13
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Kolom 6 berisi nilal kemungkinen terjadinya risiko tersebut.
Kolom 7 berisi dampak vang tergadi apabila risiko tersebut terjadi
Kolom 8 berisi total nilai kemungkinan dan nilai dampak




-T3-

FORM 11

PETA RISIKO




= T4-

DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

UNIT ORGANISASE

KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN

| Preventif {contoh: h:rlihﬂhlnrl " b
sescorang vg diberi tanggungiasaby

Preventif toh: beri akses
e et hanya pada

Korektif jcontoh: melakukan perbaikan atas

kelemahan|
4 Korektif [conioh: melakikan perbatkan atas
|
]
dst
Keterangun :

1 Kolom 1 berisi no wnat
2  Kolom 2 berisi uraian risiko yang dilidentifileasd



> & W
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Kolom 3 berisi uralan penyebab teradinya risiko

Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang didentifikasi

Kolom 5 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang wudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada
Kolom 6 berisi jenis/ sifat dan pengendalian yang dirancang/ harus ada

Preventif jcontoh: memberi akses hanya pada sescorang vg diber tanggungiawab)

Detektil [eontoh melakukan reviu periodik, cek haik)

Korektif jcontoh: melakukan perbaikan atns kelemahan)

Kolaom 7 berisl waktu yang direncanakan dalam melaksanakon pengendalinn yang harus ada




FORM 13
DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

5

hanya pada seseorang v diberi
tanggungawab)

3 Korcktif [contoh: melakukan
perbaikan atas kelemahan)

] Korektif [contoh: melakulan




Keterangan ;

Kolom 1 berisi mo wrut

Kolom 2 bernist urnian risiko yang didentifilcass

Kolom 3 berisi uraian penyebab terjadinya nisiko

Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko vang dildentifibas

Kalom 5 berisi pengerelalinn yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigas: risiko yang ada
Kobom 6 berisi jeris/ sifst dar pengendalian yang dirancang/ harus ada

Kolom T berisl informasi dan komunikasi yang sudah ada

Kolom & berisi upaya perbaikan infomasi

Kolom 9@ berisi upaya perbaikan komunikast

8 0 = o W R -



DAFTAR PEMANTAUAN RISIED DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN :

Form 14




hﬂuﬂg

o

g e e o D W AR

Kolom 1 berisi noemor urai rnsike

Kolom 2 berisl uralan risiko berdasarkan daltar risiko yang iclah diidentifikasi

Kolom 3 berisl dari pemilik risiko

;ﬂ:;n 4 berisd besamya dampak darl risiko yang di identifikasi misal skor 4 dampaknya sangat besar, 3 besar, 2 kecil, | sangat
Kolom 5 bens: frekuens: dan nsiko yang telah diidentifikasi, misal skor 4 frekuensinya sangat sering, 3 sering, 2 jarang, |
sangat jarang

Kolom 6 berisi pengendalisn kunci atas risiko yang diidentifikasi

Eolom 7 berisi pemantasan yang dilaksanakan

Kolom 8 beresi hasil dari pemantauan yang dilalukan

Skals dampak dar risiko kuncl setelah dilakulkan pemantauan terhadap kegiatsn pengedalian kunoi

Skala kemungkinan deri risiko kunci ssielah dilakukan permaniauan terhadap kegiatan pengendalian kunci

Kesimpulan pengendalian intern yang telah dimncang

Usulan perbaikan atas pengendalian intern vang belum efeletil

[l wakiu pemantauan
MENTERI PERHUBUNGAN,

HEPUBLIE INDONESIA,
ted
BUDI KARYA SUMADI
Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BIRD HUKUM
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LAMPIRAN TI

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SPIP

1. Penanggungjawab : Pimpinan Unit Kerja

2. Ketua :  Pejabat Struktural yang membidangi Perencanaan

3. Sekretaris :  Pejabat atau Pegawai yang menangani bidang
perencanaan

4, Anggota :  Seluruh Pejabat Struktural satu tingkat dibawah

Pimpinan Unit Kerja
5. Sekretariat :  Perwakilan dari masing-masing unit kerja
dan/atau bagian

Tugas Satuan Tugas (Satgas) SPIP adalah sebagai berikut :
1. Penanggungyawab

a. bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan SPIP serta
atas keberhasilan pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;

b. memberikan arah kebijakan kepada Tim Satgas tentang pelaksanaan
dan penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;

c. memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya,

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan (Menteri
Perhubungan untuk Unit Kerja Eselon | dan Pimpinan Eselon | untuk
Unit Kerja Eselon I1 dan Unit Kerja Mandiri).

2. Ketua:

a. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan
Tugas SPIP;

b. menyusun rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP, termasuk

penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan

b




&l

SPIP;

¢. mensosialisasikan penerapan rencana tindak dan jadual pelaksanaan
SPIP,

d. melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan Tim Satgas;

e. membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPIP di
lingkungan unit kerjanya;

f. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan semua kegiatan
kepada penanggungjawab secara periodik;

g. menetapkan tim evaluasi laporan pertanggungjawaban SPIP pada unit
kerjanya.

Sekretaris:

a. menylapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP
yvang diperlukan,

b. menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian
penyelenggaraan SPIP;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Satgas SPIP di
lingkungan unit kerjanya;

d. melakukan inventarisasi hasil penyelenggaraan SPIP dari seluruh
anggota Satgas SPIP;

e. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP;

f. mendukung tugas Satgas SPIP dalam pembinaan penyelenggaraan

SPIP.

Anggota :

a. menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-
undangan dan literatur lain terkait SPIP,

b. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan unit
kerja masing-masing,

c¢. mempersiapkan instrumen-instrumen pelaksanaan SPIP vang
digunakan dalam rangka penerapan setiap sub unsur SPIP dan
mengevaluasi instrumen yang telah dimiliki;

d. menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan
komunikasi, serta rencana tindak perbaikan pemantauan;

e. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanva secara

periodik.
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5. Sekretariat:

a. membantu Anggota Satgas SPIP menyusun dokumen lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian, rencana
tindak perbaikan informasi dan komunikasi, rencana tindak perbaikan
pemantauan serta laporan penyelenggaraan SPIP;

b. membantu Tim Satgas SPIP dalam mempersiapkan administrasi
termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi
kegiatan-kegiatan SPIP;

c. membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi

pelaksanaan kegiatan SPIP,

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PELAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP

Setiap penyelenggaraan SPIP di Tingkat Kementerian, Unit Kerja dan Unit
Kerja Mandiri harus membuat laporan penyelenggaraan SPIP. Laporan
penyelenggaraan SPIP Tingkat Kementerian (strategis) disusun oleh Sekretaris
Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Laporan penyelenggaraan SPIP di
Tingkat Unit Kerja Eselon | dan Eselon II di Lingkungan Setjen dilaporkan
kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan. Unit Kerja Eselon 11
dan Unit Kerja Mandiri menyusun laporan pelaksanaan SPIP di lingkungan
kerjanya. Laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 terkait
sebagai penanggung jawab satgas SPIP Eselon [, dengan tembusan Kepala Biro
Perencanaan. Isi Laporan sekurang-kurangnya memuat:

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (Pengertian SPIP, Tujuan SPIP, dan Unsur-Unsur SPIP).

B. Dasar Hukum.

C. Tujuan Pelaporan.

D. Ruang Lingkup Pelaporan.

BAB Il PENYELENGGARAAN SPIP

A. Lingkungan Pengendalian Unit Kerja
1. Kelemahan Lingkungan Pengendalian Unit Kerja.
2. Rencana Tindak Perbaikan.
3. Daftar risiko.

Lingkungan pengendalian yang meliputi aspek:
1. Man;

2.  Money,;

3. Material;




4. Methods; dan

5. Machine

Penilaian Risiko

1. Identifikasi Risiko.

2. Analisis Risiko.

3. Rencana Tindak Pengendalian.

a. Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian,

b. Rencana Perbaikan Informasi Dan Komunikasi.

c. Rencana Perbaikan Pemantauan.
Kegiatan Pengendalian
Memuat realisasi kegiatan pengendalian terhadap RTP.
Informasi dan Komunikasi
Memuat realisasi informasi dan komunikasi terhadap RTP,
Pemantauan Pengendalian Intern
Memuat realisasi pemantauan terhadap RTP.

BAB Il KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN

A.
B.

Kesimpulan

Rencana Pengembangan

LAMPIRAN

A.

0

Formulir Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dan Rencana
Tindak Perbaikan

Formulir Daftar Risiko

Daftar Ranking Risiko (Peta Risiko)

Formulir Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Perbaikan Keglatan
Pengendalian, Rencana Perbaikan Informasi Dan Komunikasi, Rencana

Perbaikan Pemantauan) sebagaimana tercantum dalam formulir 15 sampai
dengan 19,
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FORM 15
CONTOH SURAT PENGANTAR PENYELENGGARAAN SPIP
KOP SURAT
Nomor T T Jakarta, ............... 2018
Lampiran
Perihal
Kepada:
Yth. Kepala Biro .........
Sekretariat Jenderal .....
di
Jakarta
Menindaklanjuti surat Kepala Biro ......... Sekretariat Jenderal
Nomor .......... tangegal ........ perihal Percepatan

Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPI), sesuai amanat di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 Tabel 7.1 tentang
Indikator Kinerja RPJMN Bidang Aparatur Negara “Tingkat
Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2019 Level 3"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan
hasil Implementasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Kerja
Kementerian/ Lembaga [eselon I, eselon Il atau unit kerja mandiri)

dengan dokumen terlampir,

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Unit Kerja Kementerian /Lembaga
Kepala,
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Form 16

KOP SURAT

DAFTAR KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK

PERBAIKAN

a Eselon 1/11/ Mandiri

WRIRTCA >

' B
' i
& e

e i I| = ) - e F L I...- # s .
; s et WY N
- --::!-'- ;s -- T a:--*-----_ !l . . D -

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

-------------------------------------

Komitmen terhadap Kompetensi

lllllllllllllllllll ik kb bbb B R B R

-------------------------------------

dst

Kepemimpinan vang Kondusif

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kebijakan Pengembangan SDM

a LR R R L LR R R E RN

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

------------------------------------
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Kepala Unit Kerja Eselon
1/11/ Mandiri

NAMA
NIP
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FORM 17

KOP SURAT
DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : .........cccciiinienn.

Jakarts, i 2018
Kasubbag/ Kasie/Fungsional
(Pemilik Risiko)

NIP
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KOP SURAT
RANKING /PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional @ ..o,

ch‘-at-an : R R N R N R ]
TI.Ijum : l-l-l-l-llll-lll &

Form 18

Jakarta, .......ooeeeiene.. 2018
Kasubbag/Kasie /Fungsional
(Pemilik Risiko)

NIP
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Form 19

KOP SURAT
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : .................
BRI cvinavibiissniiimssenmss sossawhus

LA |

Jakarta, ..........c...... 2018
Kasubbag/Kasie/Fungsional
(Pemilik Risiko)

NAMA
NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




